
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang                             Volume 23/No 1/Februari/2025 

 

 

 

ISSN 1978-5186 

KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM 

PERSPEKTIF POLITIK  HUKUM 

 

CONSISTENCY OF LOCAL REGULATIONS ESTABLISHMENT BASED ON 

THE HIERARCHY OF STATUTORY IN THE LEGAL  

POLITICAL PERSPECTIVE 

 
Afric Stanley Simlamlora 

Universitas HKBP Nommensen Medan  

afric.simamora@student.uhn.ac.id   

 

Janpatar Simlamlora 
Universitas HKBP Nommensen Medan  

patarmora@yahoo.com  
 

 

Abstrak 

 

Pemerintahl daerah merupakanl perpanjangan tanganl dari pemerintahl pusat untukl 

menjalankan rodal pemerintahan gunal mencapai tujuanl bernegara. Dalaml mewujudkan 

pemerintahanl daerah yangl efektif danl harmonis diperlukanl peraturan daerahl yang sejalanl 

dengan substansil materi, hakl asasi lmanusia, kepentingan umuml dan tidakl bertentangan 

denganl peraturan lainl diatasnya. Terdapatl bentuk hubunganl komunikasi, lkonsultasi, 

klarifikasi Raperdal yang diterapkanl antara instansil Pemerintah denganl aparat dil daerah 

yangl selama inil masih kurangl efektif, selainl itu optimalisasil yang miniml dari peranl 

Gubernur danl Anggota Dewanl dalam membinal dan mengawasil penyelenggaraan 

pemerintahanl kabupaten/kotal adalah salahl satu faktorl yang menjadikanl Perda tidakl 

memiliki substansil yang jelasl dan sesuail dengan lkemanfaatannya. Disharmonisasi antaral 

pemerintah pusatl dan pemerintahl daerah jugal merupakan faktorl penting dil mana langkahl 

pembinaan yangl dilakukan olehl instansi pusatl kepada aparaturl pemerintah daerahl dalam 

penyusunanl Perda masihl dikatakan beluml optimal danl merata sertal tidak adanyal 

kerangka acuanl yang jelasl bagi daerahl mengenai tatal laksana harmonisasil Raperda 

sebagail salah satul instrumen pentingl dalam rangkal menjaga harmonisasil Perda denganl 

Peraturan llainnya. UU lNo.12 Tahunl 2011 telahl memiliki rambul-rambu yangl 

mengarahkan padal pentingnya harmonisasil PUU termasukl Perda.  

 

Kata Kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan, dan Politik 

Hukum 

 

Abstract 

The local government is an extension of the central government to run the government in 

order to achieve the purpose of the state. In order to realize effective regional governance 

and harmonious required local regulations in line with the substance of the material, 
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human rights, public interest and does not conflict with other regulations thereon. There 

are forms of relationship communication, consultation, clarification drafts are applied 

between Government agencies with the authorities in the area for less than effective, in 

addition to the optimization of the minimal role of the Governor and Members of the Board 

in developing and overseeing the regional administration is one of the factors that make 

local regulation do not have a clear substance and in accordance with usefulness. 

Disharmony between central government and local governments are also an important 

factor which the step coaching is done by the agency Centre for local government 

apparatus in the preparation of the Regulation is still said to be not optimal and equitable 

then not their frame of reference is clear to the area of the administration of the 

harmonization of the draft law as an instrument important in order to maintain the 

harmonization of laws with other regulations. Law No.12 of 2011 has had signs which point 

to the importance of harmonization of rules including local regulations.  

Keywords : Consistency Local Regulation, Hierarchy Regulatory and Political of Law 

 

A. Pendahuluan  

 

Penyerahanl sebagian besarl 

kewenangan pemerintahanl kepada 

pemerintahl daerah, telahl 

menempatkan pemerintahl daerah 

sebagail ujung tombakl pembangunan 

lnasional, dalam rangkal menciptakan 

kemakmuranl rakyat secaral adil danl 

merata. Dalaml kaitan inil peran danl 

dukungan daerahl dalam rangkal 

pelaksanaan perundangl-undangan 

(PUUl) sangat lstrategis, khususnya 

dalaml membuat peraturanl daerah 

(Perdal) dan peraturanl daerah 

lainnyal sesuai denganl ketentuan 

peraturanl perundang-lundangan. 

Pengharmonisasianl PUUl 

memilikil urgensi dalaml kaitanl 

denganl asas peraturanl perundangl-

undanganl yang lebihl rendahl tidakl 

boleh bertentanganl denganl 

peraturanl perundang-undanganl yangl 

lebihl tinggi, sehinggal hall yangl 

mendasar dalaml penyusunanl 

rancanganl peraturan daerahl adalahl 

kesesuaianl dan sinkronisasil denganl 

PUUl lainnya. Sampail akhirl 2016l 

terdata lebihl daril 3000l Perda yangl 

ditolakl olehl Menteri Dalaml Negeril 

dimanal proses pembuatanl perdal 

jelasl sangat menghabiskanl nominall 

keuanganl negara.1 Denganl demikianl 

pembentukanl perda saatl inil 

menunjukanl masih tidakl konsistenl 

denganl bunyi amanatl daril 

pembentukanl undang-lundang. 

Terdapatl faktorl-faktor yangl 

mendasaril muatanl perda yangl 

dirancangl tidakl sesuai denganl 

 
1  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

usai mengukuhkan Dewan Asosiasi 

Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 

(APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta 

Utara, kompas.com, Kamis (5/5/2016).  
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substansil bahkanl bertentangan 

denganl aturanl diatasnyal seperti 

hubunganl antaral instansil 

Pemerintah denganl aparatl dil daerah 

yangl selamal inil masih kurangl 

lefektif, selainl itu optimalisasil yangl 

miniml dari peranl Gubernurl danl 

Anggota Dewanl dalaml membinal 

dan mengawasil penyelenggaraanl 

pemerintahanl kabupaten/kotal yangl 

saatl ini jugal menjadikanl Perdal 

tidak memilikil substansil yangl jelas 

danl sesuail denganl kemanfaatannya. 

B. Metode Penelitian  

 

Dalaml lpenelitian lini, penulis 

menggunakanl metodel deskriptifl 

dengan teknikl pengumpulanl datal 

kepustakaan. Dalaml hall lini, penulis 

menggunakanl beberapal literaturl dari 

berbagail bukul yangl menerangkan 

tentangl sisteml pembentukanl 

peraturan daerahl dil Indonesial yang 

penulisl jadikanl pedomanl dalam 

penulisanl lini. Konsepl hukum 

dalaml penulisanl inil menggunakan 

metodel doktrinall yangl 

bersaranakan prespektifl logikal 

deduksil untuk membangunl sisteml 

hukuml positif yangl ideall danl sesuai 

denganl tatananl lhierarkhi. 

C. Pembahasan 

 

Pembahasan langsung dibuat menjadi 

sub-sub judul sesuai dengan persoalan 

yang dibahas. Pembahasan berisi uraian 

yang menjawab pertanyaan dan/atau 

permasalahan penelitian/penulisan. 

Penulis bisa menggunakan sub-sub 

bahasan untuk memudahkan penyampaian 

pokok-pokok pemikiran. Dengan format 

sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah Sesuai Hierarkhi 

Perundang-Undangan 

Peraturanl Daerahl adalahl Peraturan 

Perundangl-Undanganl yangl dibentuk olehl 

Dewanl Perwakilanl Rakyat Daerahl 

denganl persetujuanl bersama Kepalal 

Daerahl (gubernurl atau bupatil/walikotal). 

Materil muatan Peraturanl Daerahl adalahl 

seluruh materil muatanl dalaml rangka 

penyelenggaraanl otonomil daerahl dan 

tugasl lpembantuan, danl menampung 

kondisil khususl daerahl serta penjabaranl 

lebihl lanjutl Peraturan Perundang l- 

undanganl yangl lebih ltinggi. 

Peraturanl Daerahl terdiril atas:2 

a. Peraturanl Daerahl lProvinsi, yang 

berlakul dil provinsil tersebut. Peraturanl 

Daerahl Provinsil dibentuk olehl DPRDl 

Provinsil dengan persetujuanl bersamal 

lGubernur. 

b. Peraturanl Daerahl Kabupatenl/Kota, 

 
2  Bagir Manan dalam Tjandra, W. 

Riawan dan Harsono, Kresno Budi. (2009). 

Legislatif Drafting Teori dan Teknik 

Pembuatan Peraturan Daerah. Yogyakarta: 

Universitas Atmajaya, p. 13. 
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yangl berlakul dil kabupaten/kotal 

ltersebut. Peraturanl Daerah 

Kabupatenl/Kotal dibentukl oleh DPRDl 

Kabupatenl/Kotal dengan persetujuanl 

bersamal Bupatil/Walikota. Peraturanl 

Daerahl Kabupatenl/Kota tidakl 

subordinatl terhadapl Peraturan Daerahl 

lProvinsi. 

Dil Provinsil Nanggroel Aceh 

lDarussalam, Peraturanl Daerahl dikenal 

denganl istilahl lQanun. Sementara dil 

Provinsil lPapua, dikenal istilahl Peraturan l 

Daerahl Khusus danl Peraturanl Daerahl 

Provinsi. Perdal dibentukl dalaml rangka 

penyelenggaraanl otonomil daerahl 

provinsi/ kabupatenl/kotal danl tugas 

lpembantuan. Perdal merupakanl 

penjabaran lebihl lanjutl daril peraturan 

perundangl-undanganl yangl lebih tinggil 

denganl memperhatikanl ciri khasl masingl-

masingl daerah. Perdal tidakl bolehl 

bertentangan dengan l kepentinganl umuml 

dan/ataul peraturanl perundangl-undangan 

yangl lebihl ltinggi. Perda dibentukl 

berdasarkanl padal asas pembentukanl 

peraturanl perundangl- undangan. 

Masyarakatl berhakl memberikanl masukan 

secaral lisanl ataul tertulis dalaml rangkal 

penyiapanl atau pembahasanl rancanganl 

lPerda. Persiapan lpembentukan, 

lpembahasan, danl pengesahan rancangan l 

Perdal berpedomanl kepada peraturanl 

perundangl-lundangan.3 

Perdal berlakul setelahl diundangkan dalaml 

lembaranl ldaerah. Perda disampaikanl 

kepadal pemerintahl pusat palingl lamal 7l 

(tujuh) haril setelahl lditetapkan. Perda 

yangl bertentanganl denganl 

kepentingan umumldan/ataul 

peraturan perundangl-undangan yangl 

lebih tinggil dapat dibatalkanl oleh 

Pemerintahl pusat. Untukl 

melaksanakan Perdal dan atasl kuasa 

peraturanl perundang-lundangan, 

kepala daerahl menetapkan peraturanl 

kepala daerahl dan ataul keputusan 

kepalal daerah. Peraturanl kepala 

daerahl dan ataul keputusan kepalal 

daerah tidakl boleh bertentanganl 

dengan kepentinganl umum, lPerda, 

dan peraturanl perundang-undanganl 

yang lebihl tinggi. Perdal diundangkan 

dalaml Lembaran Daerahl dan 

Peraturanl Kepala Daerahl 

diundangkan dalaml Berita lDaerah. 

Pengundangan Perdal dalam 

Lembaranl Daerah danl Peraturan 

Kepalal Daerah dalaml Berita Daerahl 

dilakukan olehl Sekretaris lDaerah.4 

 
3 Yasir, Armen. (2007). Hukum 

Perundang-undangan. Lampung: Universitas 
Lampung, p.85 

4 Van Der Tak dalam Syamsudin, Aziz. 
(2011). Proses dan Teknik Perundang-
Undangan, Jakarta: Sinar Garfika, p. 13 
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Pasall 18 ayatl (6) UUDl 1945 

menyatakanl bahwa pemerintahl 

daerah berhakl menetapkan peraturanl 

daerah danl peraturan-peraturanl lain 

untukl melaksanakan otonomil daerah 

danl tugas lpembantuan. Dalam 

kaitanl ini makal sistem hukuml 

nasional memberikanl kewenangan 

atributifl kepada daerahl untuk 

menetapkanl Perda danl peraturan 

daerahl lainnya, danl Perda 

diharapkanl dapat mendukungl secara 

sinergisl program-programl 

Pemerintah dil daerah. Perdal 

sebagaimana PUUl lainnya memilikil 

fungsi untukl mewujudkan kepastianl 

hukum (lrechtszekerheid, legal 

certaintyl). Untuk berfungsinyal 

kepastian hukuml PUU harusl 

memenuhi syaratl-syarat tertentul 

antara lainl konsisten dalaml 

perumusan dimanal dalam PUUl yang 

samal harus terpeliharal hubungan 

sistematikl antara kaidahl-kaidahnya, 

kebakuanl susunan danl bahasa, danl 

adanya hubunganl harmonisasi antaral 

berbagai peraturanl perundang-

undanganl antara satul sama llain.5 

Perdal sebagai salahl satu PUUl 

 
5 Ghani, Abdul. (1990). Hukum dan 

Politik. Jakarta: Ghalia, p. 32. 

 

nasional memilikil landasan 

konstitusionall dan landasanl yuridis 

denganl diaturnya kedudukanl Perda 

dalaml UUD 1945l Pasal 18l ayat (6l), 

UU lNo.12 Tahunl 2011 tentangl 

Pembentukan Peraturanl Perundang-

lundangan, UU lNo. 23 Tahunl 2014 

tentangl Pemerintahan Daerahl termasuk 

perundangl-undangan tentangl daerah 

otonomil khusus danl daerah istimewal 

sebagai lexl specialis daril UU 

lNo.23/l2014. Selain itul terkait denganl 

pelaksanaan wewenangl dan tugasl DPRD 

dalaml membentuk Perdal adalah UUl 

No.17l Tahun 2014l tentang lMPR, 

DPR, lDPD, dan lDPRD, dan Peraturanl 

Pemerintah lNo.16 Tahunl 2010 tentangl 

Pedoman Penyusunanl Peraturan DPRDl 

tentang Tatal Tertib lDPRD. Penting pulal 

untuk diperhatikanl UU lNo.28 Tahunl 

2009 tentangl Pajak danl Retribusi 

sebagail pengganti UUl No.18l Tahun 

1997l sebagaimana telahl diubah 

terakhirl dengan UUl No.34l Tahun 2004l 

dalam rangkal pengendalian Perdal 

tentang Pajakl dan lRetribusi, selain itul 

UU lNo. 26 Tahunl 2007 tentangl 

Penataan Ruangl dalam rangkal 

keterpaduan RTRWl nasional, lprovinsi, 

dan kabupatenl/kota.  

2 .  Aspekl Pengaturan Peraturanl 

Daerah 

 

a. Kedudukan dan Landasan Hukum 

Sesuail asas desentralisasil 

daerah memilikil kewenangan 
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membuatl kebijakan daerahl untuk 

mengaturl urusan pemerintahannyal 

sendiri. Kewenanganl daerah 

mencakupl seluruh kewenanganl 

dalam bidangl pemerintahan, kecualil 

bidang politikl luar lnegeri, 

pertahanan, lkeamanan, yustisi, 

moneterl dan fiskall nasional, danl 

agama yangl diatur dalaml ketentuan 

Pasall 10 ayatl (3) UUl Nomor 23l 

Tahun 2014l tentang Pemerintahanl 

Daerah. 

Urusanl pemerintahan konkurenl 

dan wajibl yang menjadil kewenangan 

daerahl diatur dalaml ketentuan Pasall 

11-14l UU Nomorl 23 Tahunl 2014 

tentangl Pemerintahan Daerahl yang 

telahl diatur lebihl lanjut denganl PP 

lNo. 38 Tahunl 2007 tentang 

Pembagian Urusanl Pemerintahan 

antaral Pemerintah, Pemerintahl    

Daerah lProvinsi, dan Pemerintahl   

Kabupaten/lKota. Dalam rangkal  

penyelenggaraan Pemerintahanl  

Daerah, Pemerintahl juga telahl   

menetapkan PPl No. 18l Tahun 2016l 

Tentang Pemerintahl Daerah sebagail  

pengganti PPl No.41l Tahun 2007l 

tentang Organisasil Perangkat 

lDaerah. Untuk menjalankanl urusan 

pemerintahanl daerah sebagaimanal 

dimaksud dalaml Peraturan 

Pemerintahl tersebut, Pemerintahl 

Daerah memerlukanl perangkat 

peraturanl perundang‐lundangan. 
Sejalanl  dengan  perkembangan l  pada  

sektorl pemerintah, dil bidang 

kepegawaianl juga     mengalamil     

perubahan     dengan l     diundangkannya 

Undangl-Undang Nomorl 5 Tahunl 2014 

tentangl Aparatur Sipill Negara, kembalil    

perangkat    daerah l    mengikuti    danl      

menyesuaikan      padal      dinamika      

tersebutl  dengan  dikeluarkanyal  

Peraturan  Pemerintahl Nomor 18l Tahun 

2016l tentang Perangkatl  Daerah.  

Peraturanl  Pemerintah  Nomorl  18  

Tahunl  2016  tentangl  Perangkat  Daerahl    

Pasal    1l    menyebutkan    bahwal    

Perangkat  Daerahl  adalah  unsurl  

pembantu  kepalal   Daerah   danl   Dewan   

Perwakilanl   Rakyat   Daerahl   dalam   

penyelenggaraanl   Urusan     

Pemerintahanl     yang     menjadil     

kewenangan lDaerah. 

Peraturanl Daerah sebagaimanal 

dimaksud padal undang-undangl meliputi 

Peraturanl Daerah provinsil dibuat olehl 

dewan perwakilanl rakyat daerahl provinsi 

bersamal dengan gubernurl dan Peraturanl 

Daerah kabupatenl/kota yangl dibuat olehl 

dewan perwakilanl rakyat daerahl 

kabupaten/kotal bersama bupatil/walikota. 

Ketentuanl lebih lanjutl mengenai tatal cara 

pembuatanl Peraturan Desal/peraturan 

yangl setingkat diaturl dengan Peraturanl 

Daerah kabupatenl/kota yangl 

bersangkutan. Jenisl Peraturan Perundangl-

undangan selainl sebagaimana dimaksudl 

pada pasall 7 ayatl (1) tersebutl diakui 

keberadaannyal dan mempunyail kekuatan 

hukuml mengikat sepanjangl diperintahkan 

olehl Peraturan Perundangl-Undangan 

yangl lebih ltinggi. Kekuatan hukuml 

Peraturan Perundangl-Undangan adalahl 

sesuai denganl hierarki sebagaimanal 

dimaksud padal Pasal 7l ayat (1l) tersebut. 

Berdasarkanl Ketentuan UUl No. 12l 

Tahun 2011l tentang peraturanl perundang-

lundangan, PUU tunduk l pada asasl 

hierarki yangl diartikan suatul PUU yangl 

lebih rendahl tidak bolehl bertentangan 

denganl PUU yangl lebih tinggil 

tingkatannya ataul derajatnya. Sesuail asas 

hierarkil dimaksud PUUl merupakan satul 

kesatuan sisteml yang memilikil 

ketergantungan, keterkaitan l satu denganl 

yang llain. Untuk itul Perda dilarangl 

bertentangan dengan l PUU yangl lebih 

ltinggi. Perda harusl didasarkan padal 

Pancasila yangl merupakan sumberl dari 

segalal sumber hukuml negara (Pasall 2 

UUl No.12l/2011), UUDl 1945 yangl 

merupakan hukuml dasar dalaml PUU 

(Pasall 3 ayatl (1) UUl No.12l/2011, 

asasl‐asas pembentukanl PUU 

sebagaimanal diatur dalaml Pasal 6l UU 

lNo.12/2011l jo Pasall 237 UUl No. 

23l/2014.6 

 
6 H.A.W, Widjaja. (2010). Otonomi 

daerah. Jakarta: Grafindo, p. 24. 
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b. Materi muatan Perda 

Materil muatan Peraturanl Daerah 

telahl diatur denganl jelas dalaml UU 

lNo.12/2011l     dan     UUl     

No.22l/2014.     Pasall     14     UUl     

No.10l/2004 lmenyatakan:“Materi 

muatanl Peraturan Daerahl Provinsi 

danl Peraturan Daerahl Kabupaten 

adalahl seluruh materil muatan 

dalaml rangka penyelenggaraanl 

otonomi daerahl dan tugasl 

pembantuan, danl menampung 

kondisil khusus daerahl serta 

penjabaranl lebih lanjutl peraturan 

perundangl- undangan yangl lebih 

ltinggi”. Pasal 6l UU lNo.12/2011l jo 

Pasall 237 UUl No.23l/2014, 

menentukanl materi Perdal harus 

memperhatikanl asas lmateri muatan 

PUUl antara lainl asas 

lkeseimbangan, keserasian, danl 

keselarasan, danl yang terpentingl 

ketentuan Pasall 250 ayatl (1) danl (2) 

UUl No.23l/2014 bahwal materi 

Perdal dilarang bertentanganl dengan 

kepentinganl umum danl/atau 

peraturanl PUU yangl lebih ltinggi. 

Dalam penjelasanl Pasal 250l ayat (2l) 

UU lNo.23/2014l dijelaskan bahwal 

”bertentangan denganl kepentingan 

lumum” adalah kebijakanl yang 

berakibatl terganggunya kerukunanl 

antar wargal masyarakat, 

terganggunyal pelayanan lumum, dan 

terganggunyal ketentraman/ketertibanl 

umum sertal kebijakan yangl bersifat 

ldiskriminatif. 

Selanjutnyal pengaturan yangl 

bersifat khususl dalam tatal cara 

penyusunanl Perda yaknil mekanisme 

evaluasil secara berjenjangl terhadap 

Raperdal tentang APBDl (Pasal 185l 
 

 

s.dl Pasal 191l UU lNo.32/2004l), 

Raperda tentangl Pajak lDaerah, 

Raperda tentangl Retribusi Daerahl 

(Pasal 189l UU lNo.32/2004l). 

Evaluasi atasl Raperda tersebutl 

ditujukan untukl melindungi 

kepentinganl umum, menyelaraskanl 

dan menyesuaikanl materi Perdal 

dengan PUUl yang lebihl tinggi 

danl/atau Perdal lainnya. Ketentuanl 

ini mengisyaratkanl bahwa 

pengharmonisasianl Perda dilakukanl 

baik secaral vertikal maupunl 

horizontal. Raperdal yang mengaturl 

pajak ldaerah, retribusi ldaerah, 

APBD, danl RTRW sebeluml 

disahkan olehl kepala daerahl terlebih 

dahulul dievaluasi olehl Menteri 

Dalaml Negeri untukl Raperda 

lprovinsi, dan olehl Gubernur 

terhadapl Raperda kabupatenl/kota.7 

Ketentuanl mengenai tatal cara 

evaluasil Raperda tentangl pajak danl 

retribusi diaturl dalam UUl No. 28l 

Tahun 2009l tentang Pajakl dan 

Retribusil (Pasal 157l s.dl Pasal 158l), 

sedangkan pengaturanl mengenai tatal 

cara evaluasil Raperda RTRWl 

terdapat dalaml UU lNo.26 Tahunl 

2007 tentangl Penataan lRuang. 

Raperda tentangl pajak danl retribusi 

yangl telah disetujuil kepala daerahl 

dengan DPRDl sebelum ditetapkanl 

disampaikan kepadal Menteri Dalaml 

Negeri danl Menteri Keuanganl untuk 

Raperdal Provinsi untukl dievaluasi 

untukl diuji kesesuaiannyal dengan 

UUl No.28l/2009, PUUl lain yang 

lebihl tinggi danl/atau kepentinganl 

umum. Dalaml hal hasill evaluasi 

berupal penolakan Raperdal dimaksud 
 

7 NPD, Budiman. (2005). Ilmu 

Pengantar Perundang-Undnagan UII press 

Yogyakarta, p. 33 
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dapatl diperbaiki olehl 

gubernur/bupatil/walikota bersamal 

DPRD yangl bersangkutan, untukl 

kemudian disampaikanl kembali 

kepadal Menteri Dalaml Negeri danl 

Menteri lKeuangan. Mekanisme 

tersebutl berlaku mutatisl mutandis 

bagil Raperda kabupatenl/kota 

tentangl pajak restribusil dengan 

perbedaanl evaluasi dilakukanl  oleh 

gubernurl berkoordinasi denganl 

Menteri lKeuangan. 

Sesuail ketentuan Pasall 18 UUl 

No.26l/2007, penetapanl Raperda 

provinsil tentang rencanal tata ruangl 

wilayah provinsil dan rencanal rinci 

tatal ruang terlebihl dahulu harusl 

mendapat persetujuanl substansi daril 

Menteri lPU; dan penetapanl Raperda 

kabupatenl/kota tentangl rencana tatal 

ruang wilayahl kabupaten/kotal dan 

rencanal rinci tatal ruang terlebihl 

dahulu harusl mendapat persetujuanl 

substansi daril Menteri PUl setelah 

mendapatkanl rekomendasi lgubernur. 

Pengaturan lebihl lanjut mengenail 

tata caral persetujuan substansil 

dimaksud diaturl dalam PPl 

No.15l/2010 tentangl 

Penyelenggaraan Penataanl Ruang. 

Sesuail PP lini, persetujuan bersamal 

Raperda provinsil tentang RTRWl 

antara gubernurl dengan DPRDl 

provinsi yangl didasarkan padal 

persetujuan substansil dari Menteril 

PU, danl kewajiban untukl 

menyampaikan Raperdal tersebut 

kepadal Menteri Dalaml Negeri untukl 

dievaluasi. Mekanismel ini berlakul 

mutatis mutandisl bagi Raperdal 

RTRW kabupatenl/kota denganl 

perbedaan evaluasil dilakukan olehl 

gubernur.8 

Ketentuanl mengenai 

pembatalanl Perda diaturl dalam 

Pasall 249 (1l) UU lNo.23 Tahunl 

2014. Sesuail ketentuan Pasall ini 

Perdal yang telahl ditetapkan bersamal 

Pemda danl DPRD wajibl 

disampaikan kepadal Pemerintah 

melaluil Kementerian Dalaml Negeri 

palingl lama 7l hari setelahl 

ditetapkan. Pemerintahl harus telahl 

memberikan keputusanl atas Perdal 

tersebut palingl lama 60l hari sejakl 

Perda lditerima. Dalam hall Perda 

Provinsil dinyatakan bertentanganl 

dengan kepentinganl umum danl/atau 

PUUl yang lebihl tinggi dapatl 

dibatalkan olehl Menteri sedangkanl 

Perda Kabupateenl/kota dapatl 

dibatalkan olehl gubernur sebagail 

wakil daril Pemerintah lPusat. 

Selanjutnya palingl lama 7l hari 

setelahl keputusan lpembatalan, 

 
8 Soejito, Irawan. (2000). Teknik 

membuat Peraturan Daerah. Jakarta: Bina 
Aksara, p. 67. 
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kepala daerahl harus memberhentikanl 

pelaksanaan Perdal dan bersamal 

DPRD mencabutl Perda ldimaksud. 

Daerah yangl tidak dapatl menerima 

keputusanl pembatalan Perdal dengan 

alasanl yang dapatl dibenarkan olehl 

peraturan perundangl-undangan, 

Gubernurl dapat mengajukanl 

keberatan padal Presiden danl 

Bupati/walikotal dapat mengajukanl 

keberatan padal Menteri dalaml waktu 

14l hari sejakl pembatalan lditerima. 

3. Harmonisasi dan Problematika 

Pembentukan Peraturan Daerah  

Berdasarkanl data daril 

Kementerian Dalaml Negeri telahl 

tercatat lebihl dari 3000l Perda yangl 

dibatalkan danl masih terdapatl ribuan 

Perdal yang direkomendasikanl untuk 

dievaluasil dan/ataul dibatalkan padal 

akhir tahunl 2016. Perdal yang 

dibatalkanl pada umumnyal Perda 

tentangl pajak danl retribusi ldaerah. 

Sebelum berlakunyal UU 

lNo.32/2004l sampai UUl 

No.23l/2014 tentangl pemerintah 

daerahl sudah terdapatl sekitar 8000l 

perda tentangl pajak danl retribusi 

daerahl yang dibuatl dan lebihl dari 

3000l perda tersebutl terindikasi 

lbermasalah. Perda-perdal yang 

mengaturl pajak danl restribusi ataul 

bermacam-macaml pungutan lainnyal 

dibatalkan karenal pada umumnyal 

bertentangan denganl peraturan 

perundangl-undangan yangl lebih 

tinggil dan dinilail telah 

menimbulkanl biaya ekonomil tinggi 

danl menghambat ikliml investasi.9 

Perdal dibatalkan denganl 

pertimbangan-pertimbanganl yang 

dapatl dikategorikan karenal alasan 

teknisl yuridis sepertil dasar hukuml 

membentuk Perdal tidak ltepat, alasan 

yangl bersifat substansiall  atau 

alasanl yang dipandangl prinsipil 

misalnyal mengandung ketentuanl 

yang diskriminatifl atau melanggarl 

HAM. Beragamnyal pertimbangan 

pembatalanl Perda hinggal saat inil 

belum terdapatl kesesuaian datal yang 

konkritl mengenai faktorl-faktor 

penyebabl terjadinya disharmonisasil 

Perda denganl PUU. 

Apabilal ditinjau daril kemungkinan 

besarl dalam setiapl pembentukan 

perdal bermasalah terdapatl satu ataul 

lebih persoalanl seperti daerahl 

menganggap denganl tidak adanyal 

 
9 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

usai mengukuhkan Dewan Asosiasi 

Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia , 

Kemayoran, Jakarta Utara, kompas.com 
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kerangka acuanl yang jelasl dalam 

membentukl Perda makal 

pembentukan Perdal mengabaikan 

ketentuanl- ketentuan prinsipl 

mengenai asasl dan materil muatan 

Pembentukanl Perda sebagaimanal 

ditetapkan UUl No.12l/2011 danl UU 

lNo.23 Tahunl 2014. Daerahl 

memahami prinsipl-prinsip 

pengaturanl penyusunan Perdal sesuai 

UUl No.11l/2011 danl UU 

Nol.23/2014l namun kurangnyal 

kapasitas pengetahuanl dan 

pengalamanl dalam melakukanl 

teknik-teknikl perumusan normal yang 

dinilail tidak bertentanganl dengan 

peraturanl perundang-undanganl juga 

termasukl masalah barul dalam 

pembentukanl Perda dil Daerah. 

Kurangnyal pemahaman 

substansil dan nilail kebangsaan 

dikalanganl penyusun perdal mengenai 

teknikl penyusunan peraturanl daerah 

yangl antara lainl disebabkan olehl 

kurangnya pengalamanl penyusun 

perdal mengenai ilmul pengetahuan 

perundangl-undangan danl teknik 

penyusunanl perda sesuail ketentuan 

peraturanl perundang-undanganl 

menjadikan Perdal banyak ditolakl 

karena tidakl sejalan denganl substansi 

materil bahkan bertentanganl dengan 

PUUl lainnya. Hall tersebut jugal 

disebabkan karenal langkah-langkahl 

pembinaan yangl dilakukan olehl 

instansi Pusatl kepada aparaturl 

pemerintah daerahl dalam 

penyusunanl Perda kemungkinanl 

belum optimall dan beluml merata. 

Beluml adanya kerangkal acuan yangl 

jelas bagil daerah mengenail tata 

laksanal harmonisasi Raperdal sebagai 

salahl satu instrumenl penting dalaml 

rangka menjagal harmonisasi Perdal 

dengan lPUU. 

Terdapatl bentuk-bentukl 

hubungan lkomunikasi, konsultasi, 

klarifikasil Raperda antaral instansi 

Pemerintahl dengan aparatl terkait dil 

daerah yangl selama inil diterapkan 

yangl kemungkinan masihl kurang 

efektifl menjadikan Perdal ditolak, 

selainl itu optimalisasil yang miniml 

dari peranl Gubernur dalaml membina 

danl mengawasi penyelenggaraanl 

pemerintahan kabupatenl/kota adalahl 

salah satul faktor yangl menjadikan 

Perdal tidak memilikil substansi yangl 

jelas danl sesuai denganl 

kemanfaatannya. Perlul dicermati 

berbagail persoalan yangl 

kemungkinan bersumberl dari sisil 

Pemerintah yangl mempersulit Pemdal 

dalam menyusunl Perda, sepertil : 
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c. PUUl yang menjadil landasan ataul 

pedoman Perdal dalam menyusunl 

Perda mengalamil perubahan ataul 

pergantian yangl cepat danl daerah 

kurangl siap menyikapil perubahan 

ltersebut. 

d. PUUl menjadi landasanl atau 

pedomanl bagi daerahl dalam 

menyusunanl Perda terlambatl 

diterbitkan. 

e. Secaral teknis, lingkupl PUU yangl 

harus diharmonisasil oleh daerahl 

banyak danl beragam mulail dari 

UUl sampai denganl Peraturan 

lMenteri, sehingga prosesl 

harmonisasi Raperdal 

membutuhkan waktul dan energil 

yang lebihl banyak. 

Inkonsistensil peraturan 

perundangl-undangan dil tingkat 

Pusatl dapat berdampakl terjadinya 

kekeliruanl daerah dalaml 

menentukan ketentuan acuan 

lhukum. Hal inil bisa jugal terjadi 

dalaml hal terdapatl peraturan 

pelaksanaanl yang dipandangl tidak 

sesuail dengan denganl UU 

lpokoknya. 

f. Kurangnyal sosialiasi peraturanl 

perundang-undanganl 

menimbulkan perbedaanl persepsi 

danl pemahaman antaral aparatur 

daerahl dengan instansil 

Pemerintah. 

g. Ketidaksiapanl Pemerintah dalaml 

menyediakan ketentuanl mengenai 

lnorma, standar, lprosedur, dan 

kriterial pelaksanaan suatul urusan 

pemerintahanl tertentu dapatl 

mendorong daerahl mengambil 

inisiatifl- inisitaf sendiril dengan 

membuatl peraturan ataul kebijakan 

yangl dapat bertentanganl dengan 

lPP. 

h. Pendelegasianl pengaturan suatul 

hal tertentul dalam PUUl kepada 

Perdal yang tidakl jelas terutamal 

lingkup materil muatan yangl 

diperintahkan untukl diatur lPerda, 

dapat mempersulitl daerah dalaml 

menyusun lPerda. Pendelegasian 

pengaturanl kepada peraturanl 

daerah yangl tidak spesifikl 

menyebut tingkatanl Perda dapatl 

berpotensi menimbulkanl 

perselisihan kewenanganl dan 

tumpangl tindih lpengaturan. 

i. Koordinasil antara instansil 

Pemerintah dalaml melakukan 

pembinaanl dan pengawasanl 

terhadap peraturanl daerah 

kemungkinanl belum sinergisl dan 

lterpadu. 

Harmonisasil PUU adalahl 

proses yangl diarahkan untukl menuju 

keselerasanl dan keserasianl antara 

satul PUU denganl PUU lainnyal 

sehingga tidakl terjadi tumpangl tindih 

(Overl Lapping), inkonsistensil atau 

konflikl/perselisihan dalaml 

pengaturannya. Dalaml kaitannya 

denganl sistem asasl hierarki PUUl 

sebagaimana yangl telah dijelaskanl 

sebelumnya makal proses tersebutl 

mencakup harmonisasil semua PUUl 

termasuk Perdal baik secaral vertikal 

maupunl horisontal.10 

D. Kesimpulan 

Pembentukanl peraturan daerahl 

mengalami peningkatanl pesat sejakl 

desentralisasi denganl diberlakukan 

UUl No.23l Tahun 2014l perubahan 

daril UU lNo.32 Tahunl 2004 

 
10  Ranggawidjaja, Rosyidi dikutip 

oleh Soimi. (2010). Pembentukan Peraturan 

Negara Di Indonesia. Jakarta, p. 27 
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Tentangl Pemerintah lDaerah. Namun 

diperolehl gambaran umuml perda-

perdal yang telahl dibentuk 

dipertanyakanl dari segil kualitas. 

Pembatalanl perda menunjukkanl 

gejala bahwal proses harmonisasil 

peraturan pusatl dengan peraturanl 

daerah yangl tidak berjalanl dengan 

lbaik. Sesuai ketentuanl Pasal 250l 

ayat (2l) UU Nomorl 23/2014l yang 

menegaskanl bahwa peraturanl daerah 

yangl bertentangan denganl 

kepentingan umuml dan/ataul PUU 

yangl lebih tinggil dapat dibatalkanl 

oleh lPemerintah. Dalam hall Perda 

Provinsil dinyatakan bertentanganl 

dengan kepentinganl umum danl/atau 

PUUl yang lebihl tinggi dapatl 

dibatalkan olehl Menteri sedangkanl 

Perda Kabupateenl/kota dapatl 

dibatalkan olehl gubernur sebagail 

wakil daril Pemerintah lPusat. Perda 

yangl dibatalkan disebabkanl karena 

baikl dalam prosedurl pembentukan 

danl muatan substansil peraturannya 

bertentanganl dengan PUUl dan nilail-

nilai lkebangsaan. 

Dalaml rangka harmonisasil 

Perda danl PUU diharapkanl 

Kementerian terkaitl yang diberil 

tugas menanganil peraturan daerahl 

agar segaral mendesign programl dan 

kegiatanl bertahap danl terencana 

mulail dari kegiatanl identifikasi 

permasalahanl yang dihadapil masing-

masingl daerah, penentuanl program 

lpenanganan, evaluasi danl monitoring 

perkembanganl mengenai intensitasl 

dan bobotl penerapan dil semua 

ldaerah. Peraturan daerahl harus 

sesuail dengan aturanl diatasnya danl 

tidak bertentanganl dengan UUDl NRI 

1945l dan nilail dasar daril Pancasila. 
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